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kondisi dan situasi terumatama ketesediaan anggaran sehingga 

belum bisa melaksanakan kegiatan yang dimaksud. 

 

Tabel 3.4 
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja 

Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya 
 
 

 

No 

 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Utama 

Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Meningkatnya 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
Yang 
Berorientasi 
Kinerja 

Nilai LHE 
SAKIP 

- - - 65 68,75 105,76% 

2 
Meningkatnya 
kinerja ASN 

Nilai rata-rata 
SKP ASN 

- - - 83.87 94.4 112% 

3. 

Meningkatnya 
Kualifikasi 
Jenjang 
Pendidikan 
Formal ASN 

Persentase 
ASN Yang 
memiliki 

Kualifikasi 
Pendidikan 

Strata I, Strata 
II dan Strata 

III 

- - - 10.33 17.30 167% 

Sumber : Sub. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, 2023 

Untuk perbandingan tahun 2022 target, realisasi dan 

capaian dikosongkan karena pada tahun 2022 adalah akhir dari 

pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 dan pada tahun 

2023 merupakan awal dari pelaksanaan Rencana Strategis 2023-

2026, sehingga memiliki perbedaan sasaran strategis dan 

Indikator Kinerja Utama. Oleh sebab itu data target, realisasi dan 

capaian tidak ditampilkan pada tabel diatas. 

Selanjutnyaakan dibandingkan realisasi kinerja sampai 

dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat 

di dalamdokumen perencaan sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja 

Terhadap Renstra 
 

 

No 

 

Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja Utama 

Tahun 2023 
Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahun 

2026 Target 

Renstra 

Capaian 

Terhadap 

Renstra Target Realisasi Capaian Target Target Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 

Meningkatnya Tata 
Kelola Pemerintahan 
Yang Berorientasi 
Kinerja 

Nilai LHE SAKIP 65 68,75 105,76% 68 70 75 75 91% 

2 
Meningkatnya 
kinerja ASN 

Nilai rata-rata 
SKP ASN 

83.87 94.4 112% 83.90 84.25 84.35 84.35 120% 

3. 

Meningkatnya 
Kualifikasi Jenjang 
Pendidikan Formal 
ASN 

Persentase ASN 
Yang memiliki 

Kualifikasi 
Pendidikan 

Strata I, Strata II 
dan Strata III 

10.33 17.30 167% 13.67 15.33 17 17% 100% 

Sumber : Sub. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, 2023 

 

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA 

 Pada Tahun anggaran 2023 beberapa kegiatan di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia tidak 

dapat berjalan secara optimal, kegiatan yang tidak berjalan sesuai 

dengan yang direncanakan adalah : 

1. Diklatpim tidak berjalan untuk Tk. II dan Tk.III sementara Tk. 

IV tidak dapat terlaksanakan. 

Hal ini dikarenakan kegiatan Diklatpim membutuhkan biaya 

yang besar sehingga tidak dapat dialokasikan untuk keseluruh 

pejabat yang belum melaksanakan diklat tersebut. 

 
 

3.3 KENDALA PENCAPAIAN KINERJA  

 Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, baik dari segi 

pencapaianrealisasi kinerja maupun dari segi realisasi anggaran 

keuangan dan fisikatas belanja tidak langsung maupun belanja 

langsung pada BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Langsa,masih terdapat berbagai kendala 

dalam menjalankan tupoksi organisasiuntuk mencapai kinerja 

baik dari faktor eksternal maupun internal. Adapunsecara umum 

kendala-kendala sebagaimana tersebut diatas antara lain: 
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1. Sarana dan prasarana untuk pemanfaatan teknologi informasi 

belum memadai. 

2. Masih kurangnya aparatur yang memiliki kualifikasi dan 

kompetensi yang dibutuhkan organisasi; 

3. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai; 

4. Masih rendahnya motivasi kerja aparatur; 

5. Pengusulan anggaran rencana kegiatan yang tidak selamanya 

mendapatkan persetujuan oleh TAPD, kondisi ini disebabkan 

keterbatasan anggaran; 

6. Peraturan perundang-undangan yang senantiasa berubah 

memerlukan penyesuaian dengan cepat dalam segala hal; 

7. Proses pelayanan yang dilakukan BKPSDM merupakan proses 

yang akan diteruskan lebih lanjut di tingkat pusat maupun 

provinsi sehingga penyelesaian pekerjaan sangat tergantung 

dari cepat atau lambatnya penyelesaian di tingkat pusat/ 

provinsi. 
 

 

 

3.4 REALISASI KINERJA 

 Sebagaimana telah diuraikan di awal bab ini, bahwa dalam 

upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, 

dilakukan dengan melaksanakan program-program dan kegiatan-

kegiatan. Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud, 

realisasi anggaran untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 

Realisasi Anggaran Belanja BKPSDM Tahun 2023 

NO 
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUB KEGIATAN 

JUMLAH PAGU 

(Rp) 
REALISASI (Rp) 

 

CAPAIAN 

(%) 

1. 
 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

11.166.889.880,- 9.710.437.558,- 86.96% 

1.1 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

3.360.000,- 3.360.000,- 100% 

 - Penyusunan 
dokumen 

1.680.000,- 
 

1.680.000,- 
 

100% 
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perencanaan 
perangkat daerah 

- Evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

 
 

1.680.000,- 

 
 

1.680.000,- 

 
 

100% 

1.2 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

9.058.636.459,- 8.947.407.213,- 98,77% 

 - Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

- Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

8.651.536.459,- 
 
 
 

407.100.000,- 

8.555.607.213,- 
 
 
 

391.800.000,- 

98,89% 
 
 
 

104% 

1.3 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

558.591.396,- 528.178.196,- 
94.55% 

 - Penyediaan 
komponen 
instalasi 
listrik/peneranga
n bangunan 
kantor 

- Penyediaan 
bahan logistik 
kantor 

- Penyediaan 
barang cetakan 
dan 
penggandaan 

- Penyediaan 
bahan bacaan 
dan peraturan 
perundang-
undangan 

- Penyediaan 
bahan / materai 

- Fasilitasi 
kunjungan tamu 

- Penyelenggaraan 
rapat koordinasi 
dan konsultasi 
SKPD 

 
 

2.976.600,- 
 
 
 
 

51.083.324,- 
 
 

10.210.500,- 
 
 
 

3.000.000,- 
 
 
 
 

6.280.824,- 
 

7.200.000,- 
 

477.840.148 

 
 

2.976.600,- 
 
 
 
 

51.083.324,- 
 
 

10.210.500,- 
 
 
 

2.975.000,- 
 
 
 
 

6.280.824,- 
 

7.200.000,- 
 

447.451.948,- 

 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

99% 
 
 
 
 

100% 
 

100% 
 

93% 

1.3 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

75.162.600,- 75.162.600,- 100% 

 - Pengadaan Mebel 
- Pengadaan 

Peralatan Mesin 
Lainnya 

3.028.600,- 
 

72.134.000,- 

3.028.600,- 
 

72.134.000,- 

100% 
 

100% 

1.4 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

115.991.300,- 108.287.020,- 93% 
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 - Penyediaan jasa 
surat menyurat 

- Penyediaan jasa 
komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik 

4.000.000,- 
 

111.991.300,- 

4.000.000,- 
 

104.287.020,- 

100% 
 

93% 

1.5 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

49.079.329,- 48.042.529,- 98% 

 - Penyediaan jasa 
pemeliharaan, 
biaya 
pemeliharaan, 
pajak, perizinan 
kendaraan dinas 
operasional atau 
lapangan 

- Pemeliharaan 
Mebel 

- Pemeliharaan 
peralatan dan 
mesin lainnya 

- Pemeliharaan/re
habilitasi sarana 
dan prasarana 
pendukung 
gedung kantor 
atau bangunan 
lainnya 

 
28.703.329,- 

 
 
 
 
 
 

1.440.000,- 
 
 

6.800.000,- 
 
 
 

12.136.000,- 

 
27.666.529,- 

 
 
 
 
 
 

1.440.000,- 
 
 

6.800.000,- 
 
 
 

12.136.000,- 
 

 
96% 

 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

2. PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

629.045.696,- 422.706.514,- 67,19% 

2.1 Pengadaan, 
Pemberhentian dan 
Informasi Kepegawaian 
ASN 

195.703.133,- 155.916.189,- 79,67% 

 - Koordinasi dan 
fasilitas 
pengadaan PNS 
dan PPPK 

- Koordinasi 
pelaksanaan 
administrasi 
pemberhentian 

- Fasilitasi 
lembaga profesi 
ASN 

- Perumusan 
bahan kebijakan 
pengelolaan data 
dan informasi 

 
82.698.255,- 

 
 
 

24.981.110,- 
 
 
 

13.062.000,- 
 
 
 

10.110.128,- 
 

 
71.892.273,- 

 
 
 

21.262.710,- 
 
 
 

12.157.800,- 
 
 
 

9.383.328,- 
 

 
87% 

 
 
 

85% 
 
 
 

93% 
 
 
 

93% 
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ASN 
- Pengelolaan 

sistem informasi 
kepegawaian 

- Pengelolaan data 
kepegawaian 

 
 

20.791.640,- 
 

44.060.000,- 

 
 

18.140.240,- 
 

23.079.838,- 

 
 

87% 
 

52% 

2.2 Mutasi dan Promosi 
ASN 
 

288.817.760,- 137.167.808,- 47,5% 

 - Pengelolaan 
Mutasi ASN 

- Pengelolaan 
Kenaikan 
Pangkat 

- Pengelolaan 
Promosi 

 
36.748.570,- 

 
50.747.400,- 

 
201.321.790,- 

 
36.611.935,- 

 
48.181.600,- 

 
52.374.273,- 

 
99% 

 
95% 

 
26% 

2.3 Pengembangan 
Kompetensi ASN 
 

62.700.000,- 62.700.000,- 100% 

 - Pengelolaan 
pendidikan 
lanjutan ASN 

62.700.000,- 62.700.000,- 100% 

2.4 Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur  81.824.803,- 66.922.517,- 81,79% 

 - Pelaksanaan 
penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur 

- Pengelolaan 
pemberian 
penghargaan 
bagi pegawai 

- Pembinaan 
disiplin ASN 

- Pelayanan proses 
izin perceraian 
pegawai 

 
31.721.516,- 

 
 
 
 

23.958.000,- 
 
 

21.042.156,- 
 

5.103.131,- 

 
24.651.916,- 

 
 
 
 

17.311.701,- 
 
 

20.212.769,- 
 

4.746.131,- 

 
78% 

 
 
 
 

72% 
 
 

96% 
 

93% 

3. 
 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 

230.753.082,- 212.334.838,- 92% 

 
3.1 

 
Pengembangan 
Kompetensi Teknis 

1.400.000,- 1.400.000,- 100% 

 - Penyelenggaraan 
pengembangan 
kompetensi 
teknis umum, 
inti, dan pilihan 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 

1.400.000,- 1.400.000,- 100% 
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pemerintahan 
konkuren, 
perangkat daerah 
penunjang, dan 
urusa 
pemerintahan 
umum 

 
3.2 

 
Sertifikasi, 
Kelembagaan, 
Pengembangan 
Kompetensi Manajerial 
dan Fungsional 

229.353.082,- 210.934.838,- 91% 

 - Pelaksanaan 
kerjasama antar 
lembaga 

- Penyelenggaraan 
pengembangan 
kompetensi bagi 
pimpinan 
daerah, jabatan 
pimpinan tinggi, 
jabatan 
fungsional, 
kepemimpinan, 
dan prajabatan 

 
49.915.000,- 

 
 
 
 

179.438.082,- 

 
31.496.756,- 

 
 
 
 

179.438.082,- 

 
63% 

 
 
 
 

100% 

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BKPSDM 2023 

 

Dalam pencapaian realisasi belanja BKPSDM Kota Langsa 

Tahun Anggaran 2023 tidak terjadi kendala dan hambatan yang 

signifikan. Adapun beberapa kegiatan yang tidak mencapai 

realisasi 100% lebih diakibatkan oleh penggalihan anggaran. 

 

3.5 ISU – ISU STRATEGIS 

Dalam perencanaan untuk tahun 2023 sebaiknya 

memperhatikan isu-isu strategis pada tahun 2023. Adapun 

beberapa isu – isu strategis pada tahun 2023 yang dapat menjadi 

tolak ukur perencanaan tahun berikutnya adalah : 

1. Masih banyak Pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat 

Kepemimpinan. 

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Tidak 

Memadai. BKPSDM Kota Langsa tidak memiliki sarana dan 

prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan diklat 

bagi para PNS Kota Langsa 

3. Nilai Sistem Merit Kota Langsa yang sudah berkategori “Baik” 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Langsa Tahun 2023 ini dapat menggambarkan 

kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Langsa  dan evaluasi terhadap kinerja yang telah 

dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran maupun 

analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Langsa tentunya ditunjang oleh 

sistem kerjasama yang telah terjalin baik dengan instansi terkait, 

semua intansi tersebut ialah instansi yang terkait denganMisi 

Badan yang secara periodik dan kontinu senantiasa melaksanakan 

konsolidasi dan koordinasi.  

Keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam 

Rencana Kerja Tahunan tercermin dari realisasi indikator kinerja 

sasaran yang rata-rata telah mencapai 100%. Hal ini tidak terlepas 

dari komitmen penuh Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Langsa beserta dukungan segenap 

staf dan pegawai dilingkungan BadanKepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2023, disamping 

adanya koordinasi, integrasi dan sinergi dengan pihak terkait. Dari 

hasil penjelasan laporan akuntabilitas instansi pemerintah pada 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Langsa, dengan tetap berpedoman dan memperhatikan 

pokok-pokok pemaparan terdahulu, hingga menjadi analisis yang 

jelas, serta mudahdipahami, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi 

Kinerja, dengan nilai SAKIP OPD Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa 

mencapai nilai 68,75  
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2. Persentase jumlah SKP ASN yang berkategori “baik” adalah 

sebesar 94,4% 

3. Peningkatan Persentase ASN Yang memiliki Kualifikasi 

Pendidikan Strata I, Strata II dan Strata III pada Tahun 2023 

adalah sebesar 17,30% 








































